NOMOR : 02

' BERITA DAERAH

KABUPATEN NIAS SELATAN

SERI: A

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

Mengingat

p

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 periu ditetapkan
Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun
Anggaran 2012, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
Tahun Anggarar 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;

Undang-Undan¢ Republik Indonesia Nomor 12 -Tahun 1994 tentang

‘Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 6z, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undarig-Undang Republik IndoneSIa Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1497 Nomaor 44, Tamba‘nan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1888 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesxa
Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4272);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negarz (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); o .

Undang-Undang Fepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pebangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
"Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lernbaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Momor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembarzan Negara Nomor 4090);




15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah dengzin Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 20004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4540);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

17. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

» Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

22. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578),

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

25, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembziran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);




26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tata
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011
tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera

Utara;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011

tentang Pengesahian Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan
_Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi
Sumatera Utara; .

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekiélariat DPRD Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah
‘Kabupaten Nias Selatan Tahun 2008 Nomor 22);

3&4. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 23 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun
2008 Nomor 23);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 24 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2008 Nomor 24);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias
Selatan Tahun Ang¢igaran 2012; '




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
- NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah . Rp. 15.007.500.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 466.295.798.963,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp._30.568.066.455.00
Jumlah Pendapatan Rp.511.871.365.418,00
2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja pegawai Rp.222.281.895.797,00
2) Belanjabunga @ Rp.-
3) Belanja subsidi Rp.-
4) Belanja hibah ' Rp. 3.580.000.000,00
5) Belanja bantuan sosial Rp. 4.172.907.477,00
6) Belanja bagi hasil Rp.-
7) Belanja bantuan keuangan Rp. 14.522.292.000,00
8) Belanjatidak terduga Rp._2.000.000.000.00
Rp.246.557.095.274,00

b. Belanja langsung

1) Belanja pegawai Rp. 35.409.584.000,00
2) Belanja barang dan jasa | Rp.141.021.206.496,00
3) Belanja modal Rp.189.519.954.147,00 |
: Rp.365.950.744.643,00
Jumlah Belanja : Rp.612.507.839.917.00
Surplus/(Defisit) ( Rp.100.636.474.499,00)
3. Pembiayaan : A

a. Penerimaan - Rp.111.136.474.499,00

b. Pengeluaran , Rp._10.500.000.000,00
~Jumlah Pembiayaan Netto Rp.612.507.839.917,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkehan Rp.0,-

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Bupati ini.



Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran ll Peraturan Bupati ini.

< Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

' Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran ‘Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan ini muiai berlaku pada tanggeil diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah. :

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 14 Februari 2012

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd.

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam
pada tanggal 15 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd.
ASA’ARO LAIA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 02

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA _
KABAG HUKUN SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,

FIRMANIGIAWA, SH

PENATA TK.I -
NIP. 19720222 200112 1 004




